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Kete¥hbuar yvang mengatur tentang pelaksanaan leasing di
Indonesia belum diatur dalam suatu undamg-undang, tetapi masih
serbentuk Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, serta Peratu-
ran-peraturan yang berads di bawah nya. Leasing inl dapat dika-
takan sebagal sustu lembaga yang tergolong baru dan belum begi-
bi meamasyarakat. Sesungguhnya kebutuban leasing ini sejalan da-
ngan perkembangan tekhnologl dan persikonomian, Untuk itu Tim
senelitl ingin mepinjau lebih lanjut fentang gepek-aspsk hukum
dari leasing terutama yang berkenasn dengan chyek pesawst udam
sprta pengaturannysa dalan hukum naslcnal Indonesia. Tidalt adas
rya undang-undang yang mengalur pelaksanaan lessing yang dapat
digunalkan untuk pesawal udara Yang berkebangsean Indonesia me-
rupaksn  salah situ hambatan yzng tidsk menguntungkan industri
penerbangan (avigtion industry) Indonesis, Ehususnya perusahaan-
perusalaan penerbangan, para pomilik modal, dan industri pesawatb

udara (aircraft industry).

Pelaksanaan leasing pesawat udara dl Indomesla tidak ter-
lepas dari keberlibatan perusahaan leasing petungan { joint wenture
leasing company ), hal ini dapat dilihat gambaran konkritnya pada
perjanlian yang terjadl sntara FT Garuda Indonesia dengan FT .
Bimantara Citra yang berpatungsn dengan Intarnationgl Lease [inance
gorporation (ILFC), dalam hal ini PT Saruda Indcnesla adalah ms-
rupaltan perusahaan penerbsngan Badan Usaha Milik MNegara {BUMN),
yang certindal sebagal leszea. Sgdangkan lessoraya adalah I .

Bimantars Citra yang berpatungzan dengan [LFC.

Celaksanaan leasing pesawat udara di Indomesia selalu me-
1ibatiran lessor asing, hal inl disebabkan karena blaya yang digu=
nakan sangat tilngegi. Seperii pengadaan pesawat udara PT Garuda
Indonesia melibatikan lembaga keuangan asing sebagal lessornya,
yaitu ILFC yang bertindak sebagal lembaga keuangan lsasing pesawal

ydera yang bertempat timggal di Amerika Serikats



h. Latar Helakang Fermasslangn

Kebutuhan akan tersedianya susiu perangtal hukum ten-
tang pelaksanaan Lessing untuk pesawat udsara berkebangsaan
Indonacia adalah suaty kenyataan. Sesunggulnya kebubuhan
ini mulai tumbiuh sejalan dengan kemajuan psngangkutan uda=-
ra sipil komersial Indonesis baik domistik maupun interna-
cional. Usaha untuk menstapkan lembapga-lembaga Jaminan yang
tepat untuk pesawabt udara berkebangsaan Indonesia tidak
terlepas dari perhatian dan upaya-upaya seria pemikiran -
pemikiran para ahll huokum Indonesia yang sedang mencard
remecahan-pemecahan atas masaleh=-masalah yang berkaitan de-

ngen lembags Jaminan pada umumnya.

Pericembangan tekhnologl telah menjangkau tula terhadsp
telthnologi pesawat udara, di mana pesawat udara adalah mo-
dal utama dalam pelaksanaan kegiatan penerbangan dan angkut-
an udara, karona dengan pesawat udara memunglingan sesedrang
bepergian atau mengirimkan barahg ke tempat yang Jauk da-
lam walktu yang relatif singhat, Disebabkan karena tidak mu-
rahnya harga suatu pesawab udara maka hanyak perusahaan pe-
nerbangan menempuh berbagai cara untuk memperoleh pesawab
uwdara. Tiap cara yang dilaltukan tersebut ada kelebihan dan
kekurangannya dan dapat menimbullen bermacam-macam masalah
yuridis. Karena kegiatan penerbangan dan angkutan udara ba-
nyak yang bersifat kompetitif, maka masalah biaya merupakan
suatu masalah yang mementukan mengingat bahwa dalam uszha
angitutan udara profit margin pada umumnysa kecll karena sua-
tu kepglatan penerbangan meliputi sarana rpenerbangan, prasa-
rana penerbangan dsn hubungan yang timbul karens penerbang-
an.

Tidak adanya undang-undang yang mengabur pelsaksanaan
Leasing yang dapat digunskan untulk pesawal udara berkebang-
zaan Indoneeia merupskan salah satu hambalan yang tidak
menguntungltan induslri pencrbangan {aviation industry) In-
donesia, khususnya perusahaan-perusansan penerbangan, para
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Lenbaza leasing di Tndonesia barulsh timbul dalam deza
warsa tujuh puluhan, tetapi perkembangannya secarz pesat ba-
ru nampatt pada akhir-akblr ini. Sebagal landasab hukum bagi
berlakunya "leasing" di Indonesia pads tahun 1574 dikeluar -
kan peraturan operasionalnya dikukuhkan dalam Burel Keputus-
an Bersama Tiga Menteri yaltu Menkeu, Menperidustrian, dan
Menperdag No. Kep. 122/ME/IV/2/1974, No. 33/M/8X/2/1974%, Nao.
30/Kph/I/197 tanggal ¥ Februari 1974 tentang perijinan usa=-
ha "lessing". Namun ternyata dalam SKEB belum mengatur masalgh
Iketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hultum antars para
pihak oleh perjanjian "leasing'" yang berarti belum mengatur
hubungan hubum perdatanys, sementara itu Kitab Undang-Undang
Hulkum Perdata (BW) juga tldak mengatur "leasing" secara tun-
tags. MNamun jlka kita lihat unsur-unsur darl leasing, maka
lembaga itu mirip dengan sewa-menyewa dan atau sewa-belil.
Dengan memablumi perkembangan ekonoml dan teknologl yahg mem-
bawa dampak perkembangan masyarakat dalam segala segi kehldup
an tarmasml segi huxum, olek karena itu kepastian hulkum bagl
leasing yang relatif baru di Indonesla sangat diperlukan agar
dalam praktek lsasing terscbut tlidak saja bersifat memenuhi
kelentuan hukum tetapl juga tidak menghadapi kendala dalam

rrogas pelasyarakatanmya.

Damikian juga halnya dengan leasing pesawal udars yang
merupakan suatu usaha baru di Indonesia belum mendapat penga-
turan secars khusus, Pongaturan sscara tersendiri dapat di-
lihat dalam Konvensl Paris 1919, Konvensl Warsawa 1929 dan
Konvensi Chicago 1944. Lembaga lessing ini sudah dirintis
dalam bldang usaha lain, tetapl dalam hal leasing pssawat
udara masib merupakan hal yang baru. Sehingga penelitian ini
hanya merupakan ekeplorasi, mengingat bahan yang sangat bLer-
batas. Dalam praittek pengadaan pesawat udara bentuk leasing

mempunyai ciri-cirli sebagei berikut
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A. Epsimpulan.

]

Berdasarkcan uraian-uraian yang telah dikemukan psda bab -
bab terdahulu, ada beberapa hal yang perlu dirumusksn da-
lam bentuk kesimpulan dard hasil-hasil penelitian ini,
raltu sebagai berikut:

l. Pelaksanaan leasing pesawat udars di Indonesia selalu
melibatltan lessor asing. Hal ini ‘disebablkan karena Bi-
a¥a Yang digunalkah sangat tdnggl. Sepertl diketabui
dalam pengadsan pesawat udars pada FT Saruds Trdonesia
Juga melibatkan lembaga keuangan asing sebaszal lossor-
nya, yaitu ILFL, sebagal lembaga kevangan leasing pesa=-
wakt udara yang bertempatl tinggal di Amerika Serikat,

2+ Fomilihan bventuk lsasing unluk mempercleh pesawat udars

harus bensr-benar dikalkulasikan dengan tepat, karsna
kalau pesawat udara abtan dipergunakan melebiht Jangka
waktu penyusutan/depreciation alan menimbulkan Yonsskusn-
51 harga leasing akan melebihi harga pembelisn dan ps -
nyusutan. Dengan perhitungan yang cermat dan pembuatan
transaksl yangz btzpat,

3+ Pesawat wdara adalah merupaksn inti dari selurub kegiat=

an penerbangan, dan juga merupakan obysk dari hukum -
udara, sehingea leasing sebagal salah satu cara Danga=
daan pesawal udara memeszsng peranan Yang sangzat penting
dalam ifndustri pesawat udara di Indonesia. Karens ltu
cara pengadazn pesawst udara dengan sistsm leasing ind
adalabh berbeda denean cara-czra Pengadaan pasawat udars
dengan cara sews beli, pembelian dengan kredit dan seya
bell, vembellzn dengan kredit dan sews biasa, nanmun di
dalam legasing tersebut terdapat unsur-unsur Sewa, unsur
teli dan unsur anssuran,
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Zaran

Dplam pelzlsshsan leaszing pesawat ddara di Irdonesia per-
lu kiranya dibentult suatu Undang-undang untuk memenubi
kepastian hukum delam pewmindahan hak millk atas pesowat
ndara Indonesia, hendaknya mencaltup pengaturan pendaftar-
an pesawat udaras, yaitu penetapan status keperdalaannya
sebagal bends terdafbar.

Peranghat hukum yang disarenkan di stas, termasult salah
gatu usaha pembaharuan hulium dan penyempurrnaan tata hukum
hasional seperti ysng digariskan oleh GBHN, dan tidak ter-
lepas dari usaha pembaharuan hukum udara pasionzl yang

sedang berlangsung.
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